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WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 07 TAHUN 2012  

TENTANG  

HUTAN KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota 

dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3557);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3244);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002   Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4242);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4624);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 22, Tambah Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 16, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4814);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-

II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29

Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekargaman

Hayati di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa

Timur;

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012

tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2013 Nomor 3/E);

23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
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24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Madiun Nomor 39); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 07       

TAHUN 2012 TENTANG HUTAN KOTA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah 

Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga 

secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Madiun. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. 
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6. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan

lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak

dapat dipisahkan.

7. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang

bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat

serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan

baik pada tanah negara maupun tanah hak yang

dengan sukarela menyerahkan untuk ditetapkan

sebagai Hutan Kota oleh Walikota.

8. Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal

suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat

berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik

pada tanah negara maupun tanah hak.

9. Ruang Terbuka Hijau, adalah area memanjang/jalur

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam.

10. Pencemaran Udara adalah masuknya atau

dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke

dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga

mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi

fungsinya.

11. Iklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang

dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman

seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan

dan dinamika energi radiasi surya.

12. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman

mahkluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan

ekologisnya yang meliputi keanekaragaman

ekosistem, keanekaragaman spesies, dan

keanekaragaman genetik.

13. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak

atas tanah.

14. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas

tanah.
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15. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat

permukiman yang   berperan didalam suatu wilayah

pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul

jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat

perkotaan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c diubah, sehingga

secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 

(1) Pembangunan Hutan Kota dilakukan berdasarkan

lokasi dan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7.

(2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. penyusunan perencanaan pembangunan;

b. pelaksanaan pembangunan.

c. pelaksanaan pembangunan Hutan Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a diubah, sehingga

secara keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 

(1) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah

negara dapat dilakukan oleh:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

dan/atau

b. masyarakat.

(2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah

hak dilakukan oleh pemegang hak.

(3) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan

pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui

perjanjian dengan pemegang hak.
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal 1 Maret 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 

NOMOR  3/D 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP. 19750117 199602 1 001 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

40-6/2018
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